BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan
merupakan permasalahan yang mendesak karena
mengalami peningkatan angka sehingga memerlukan
langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang
sistematik, terpadu serta menyeluruh dalam rangka
mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga
negara secara layak melalui pembangunan inklusif,
berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan
kehidupan yang bermartabat;

bahwa langkah-langkah dan pendekatan sebagaimana
dimaksud huruf a, dilaksanakan melalui pengurangan
beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan
masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong
kemiskinan;

bahwa dalam rangka efektifitas kegiatan percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem diperlukan pedoman
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu
menetapkan  Peraturan  Bupati tentang Pedoman
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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BAB XII
PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Juni 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 102
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

UMUM

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk memajukan
kesejahteraan umum di tingkat lokal. Salah satu masalah yang harus
dihadapi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan adalah
kemiskinan. Tidak hanya pada aspek kemiskinan saja melainkan juga
pada aspek kemiskinan ekstrem. Upaya penanggulangan kemiskiann
ekstrem dapat dilakukan melalui upaya mengurangi beban dan
memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui
pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk
mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan esktrem merupakan masalah yang harus didekati dari
berbagai dimensi dan multisektoral. Kemiskinan ekstrem harus
diselesaikan dengan berbagai langkah penanganan dan pendekatan yang
sistematik, terpadu dan menyeluruh. Langkah-langkah koordinasi secara
terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan
kebijakan penanggulangan kemiskinan esktrem diperlukan dalam upaya
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam rangka memberikan pedoman percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem di Daerah, maka dipandang perlu membentuk
Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem. Hal-hal yang diatur dalam kebijakan tersebut
meliputi upaya pendataan pensasaran, strategi dan program, pengaduan
masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta pendanaan. Kebijakan lain
yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan pensasaran
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara terpadu dari tingkat
desa hingga tingkat kabupaten.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak dari dalam dan luar
organisasi/instansi yang berkepentingan dan berpengaruh
terhadap kinerja organisasi/instansi sehingga tercipta tata kelola
pemerintahan yang baik.














